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A B S T R A K 

Yang menjadi permasalaban dalam skripsi adalah : 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi kecelakaan kapal diwilayah 

perairan sungai musi ? 
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap nakhoda kapal 

dalam kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya penumpang 
diwilayah perairan sungai musi ? 

Penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologi yang bersifat 
eksploratoris sehingga tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa. Analisa 
data dilakukan dengan cara menganalisis data tektucel dan semua bahan -
bahan hukum yang ada secara kualitatif untuk selanjutnya dikonstruksikan 
dalam bentuk kesimpulan. 

Hasil pengolahan data yang dianalisis secara kualitatif, diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kapal ialah 
sebagai berikut: 
a. Pemimpin perjalanan kapal tersebut lalai atau sengaja tidak 

melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana telah 
ditentukan. 

b. Nakhoda kapal ceroboh dan tidak mematuhi perintab kepaia 
pelabuhan, meskipun ia telah melihat juga tanda perintab 
berangkat yang di perintahkan oleh pengawas pelabuhan. 

2. Tanggung jawab nakhoda dalam kecelakaan kapal berupa penjatuhan 
sanksi administratif menurut Pasal 19 PP Nomor 1 Tahun 1998 
berupa : 
a. Peringatan 
b. Pencabutan sementara sertifikat keahlian pelaut untuk bertugas 

dalam jabatan tertentu di kapal untuk waktu paling lama 2 (dua) 
tahun. 

c. Juga dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara kurungan atau 
pidana denda. Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan 

denda setinggi - tingginya enam juta rupiah 
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BAB I 

P E N D A H U L U A N 

A. Latar Belakang 

Transportasi angkutan kapal sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. 

dewasa ini angkutan kapal laut telah mengalami berbagai kemajuan baik 

teknologinya, kemajuan di bidang alat maupun lata cara pengoperasiannya 

yang semakin canggih. Oleh karena itu kita sering mendengar jenis 

angkutan kapal laut cepat, selain itu angkutan kapal laut di gerakan dengan 

mesin yang canggih dalam menjalankannya. Di kenalnya berbagai macam 

jenis angkutan kapal. menyebabkan calon penumpang mempunyai berbagai 

pilihan untuk menggunakan angkutan kapal sebagai sarana 

pengangkutannya. Meski kemajUan di bidang angkutan kapal laut semakin 

canggih. namun tidak sedikit sering terjadi banyak kecelakaan di berbagai 

perairan. Jika sampai terjadi kecelakaankapal laut, dapat dipastikan akan 

terjadi kerugian yang tidak sedikit. karena kerugian tersebut tidak saja 

secara materil namun kerugian -kerugian secara immateriil juga. bahkan 

sampai kepada hilangnya nyawa manusia. 

Kecelakaan kapal angkutan tidak saja bisa terjadi di sepanjang 

perairan. namun disekatar pelabuhan atau dermaga dengan berbagai 

penyebabnya dapat pula terjadi. Dari sckian banyak penyebab kecelakaan 

kapal angkutan, maka faktor kecerobohan dan kelalaian manusia adalah 
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faktor yang paling utama. disamping terdapat faktor lain yang bersifat 

teknis ataupun faktor alam: -Dalam sejarab angkutan perkapalan di 

Indonesia telab banyak terjadi kecelakaan kapal, yang mengakibatkan 

berbagai kenigian yang tidak sedikit. Salab satu kecelakaan kapal angkutan 

yang tergolong hebat, pemah terjadi di perairan sungai musi kecelakaan 

tersebut banyak menewaskan orang dan banyak korban lainnya menderita 

luka dan cacat seumur hidup. Hal ini telab mengundang reaksi keras dari 

berbagai kalangan masyarakat terutama menyangkut siapa yang harus 

bertanggung jawab atas musibab kecelakaan tersebut. Karena seperti di 

ketahui bahwa di jalur sekitar perairan sungai perjalanan sungai, kecelakaan 

juga terjadi di sebabkan juga penumpang yang jclas melebihi batas toleransi 

tidak saja didalam kapal yang penuh penumpang tetapi diatas dak kapal. 

pinggiran kapal dan batikan dibawab ruangan barang pun terisi penumpang. 

Kenyataan demikian telab berlangsung lama, terutama pada perjalanan 

kapal pada sore danmalam bari. Ditinjau dari aspek keselamatan 

penumpang, keadaan seperti itu telab sangat membabayakan, namun 

penumpang mengabaikan bal tersebut. Sementara pihak perairan lalu lintas 

kapal sendiri belum dapat mengatasi dan sampai sekarang masib terns 

berlangsung. 

Padabal dalam setiap perjalanan kapal aspek keselamatan adalah 

paling utama, di samping aspek keamanan dan kenyamanan tentunya. Jika 

aspek prefentif atas keselamatan suatu perjalanan kapal diabaikan. maka 
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dapat diduga bahwa kemungkinan terjadinya kecelakaan sangat tinggi. 

Untuk dapat berlangsungnya pemberangkatan kapal angkutan maka tidak 

sedikit pihak - pihak atau petugas yang terkait dalam operasional seperti : 

nakboda kapal, pandu, kepaia kapal maupun pimpinan lalu lintas perairan 

dan lain- lain. Hal ini memberi petunjuk bahwa perjalanan kapal angkutan 

laut adalah merupakan rangkaian sistem, karena banyak petugas sebagai 

pelaksananya. Dengan demikian setiap petugas wajib menjalin koordinasi 

secara bannonis, agar perjalanan angkutan kapal laut dapat terlaksana 

sesuai dengan apa yang telab di rencanakan. Berkaitan dengan terkaitnya 

banyak petugasoperasional pemberangkatan/perjalanan kapal angkutan, 

maka akan timbul pertanyaan siapa'yang bertanggung jawab jika terjadi 

kecelakaan pada angkutan kapal. Terjadinya kecelakaan sering terjadi 

disebabkan faktor manusia yang bertugas mengoperasikan jalannya 

pemberangkatan kapal. Dalam pemberangkatan kapal semestinya ada 

peraturan yang harus ditetapkan dan dilaksanakan agar dalam pelaksanaan 

kapal pemberangkatan kapal semestinya. 

Dalam undang - undang RI No. 17 Tahun 2008 Pasal 120dijelaskan 

babwa keselamatan dan keamanan di pelabuban yailu kondisi terpenuhinya 

manajemen keselamatan dan sistem pengamanan fasihtas pelabuban yang 

meiiputi prosedur pengamanan pelabuhan, sarana dan prasarana 

pengamanan pelabuban, sistem komunikasi dan personil pengamanan. 

Adanya keselamatan dan keamanan pelabuhan mengisyaratkan bahwa 



pihak pengolah perkapalan jelas dan tidak menginginkan terjadinya 

kecelakaan kapal. Sedangkan dalam undang - undang Nomor 17 tahun 

2008 padaPasal 116 ayat 1 menjelaskan bahwa keselamatan dan keamanan 

pelayaran meiiputi keselamatan' keamanan angkutan pelayaranpelabuban, 

perlindungan maritim. Sedangkan ayat 2 menjelaskanbabwa keselamatan 

dan keamanan pelayaran dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu 

keselamatan dan keamanan ditanggung pemerintah, maka keselamatan dan 

keamanan dalam perjalanan kapal harus benar - benar dilaksanakan dengan 

penuh tanggung jawab. Dalam tragedi kecelakaan kapal angkutan yang 

sering terjadi menurut Soerkardono mengatakan pertanggung jawaban 

setiap kecelakaan kapal yaitu harus disesuaikan dengan bukum, dilakukan 

oleh penguasa perkapalan yang berada dalam ikatan perjanjian tetap dan 

untuk sementara. Untuk melakukan pekerjaan bagi kapal yang tidak harus 

merupakan perjanjian perburuan.'' 

Berdasarkan keterangan diatas babwa setiap petugas operasional 

kapal harus mempunyai tanggung jawab penuh terhadap tugasnya yang 

dibenkan. Dalam tragedi kecelakaan kapal di perairan sungai musi 

kenyataannya yang terjadi para tersangka adalah orang-orang yang 

bertugas dalam operasional. Padabal teijadinya kecelakaan tersebut 

1) R. Soekardoiio, 2001, Hukum Herkupulan Indonesia. Penerbit Dian Rakyai. Jakarta 

him. 55 
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seharusnya pihak yang bertugas ditempat kecelakaan lalu lintas tersebut. 

Terjadinya perbedaan tersebut sangat menarik untuk dilakukan pengkajian 

dan yakin siapa yang harus benar-benar bertanggung jawab dalam 

kecelakaan kapal. Karena adanya kekeliruan besar. j ika memberikan 

pemindanaan terhadap orang - orang yang tidak bersalab secara yuridis. 

Bertitik tolak dari uraian diatas. maka penulis tertarik untuk 

mengkaji tentang pertanggung jawab pidana dalam kecelakaan kapal 

dengan menuangkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul 

" T A N G G U N G J A W A B N A K H O D A T E R H A D A P K E C E L A K A A N 

K A P A L Y A N G M E N G A K I B A T K A N M E N I N G G A L N Y A 

P E N U M P A N G DI W I L A Y A H P E R A I R A N SUNGAI MUSI". 

B. Permasalahan 

Yang menjadi permasalaban dalam skripsi ini adalah : 

1. Apakah Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan 

kapal di perairan Sungai Musi ? 

2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap Nakhoda kapal 

dalam kecelakaan kapal yang mengakibatkan meninggalnya 

penumpang di perairan Sungai Musi ? 



C . Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 

Agar pembahasan yang dilakukan lebih terarab dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalaban maka ruang lingkup permasalaban 

dalam penelitian ini yaitu pertanggung jawaban pidana terhadap Nakboda 

kapal dalam kecelakaan kapal yang mengakibatkan meninggalnya 

penumpang di perairan sungai musi dan faktor - faktor yang menyebabkan 

terjadinya kecelakaan kapal di perairan sungai musi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetabui dan memabami 

pertanggung jawaban pidana terhadap nakhoda kapal dalam kecelakaan 

kapal yang mengakibatkan meninggalnya penumpang diperairan sungai 

musi serta untuk mengetahui dan memabami faktor - faktor yang 

menyebabkan terjadinya kecelakaan kapal di perairansungai musi. 

U. Metode Pcnclitian 

Selaras dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian. maka 

pembahasan terhadap permasalaban tersebut. rnaka pcnclitian inimcrupakan 

penelitian hukum sosiologis yang bersifat ekpioratoris sehingga tidak di 

maksudkan untuk menguji Hipotesa yang ada. 

Tebnik pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

1. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan 

data. 

- data sekunder dengan cara menelaab baban 



- bahan primer dan sekunder yang terkait erat dengan permasalaban 

yang teliti. 

2. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan cara mendapatkan 

dataprimer dengan cara melakukan observasi serta wawancara 

dengan pihak - pihak yang berkompeten di Hngkungan lalu lintas 

pelabuhan boom baru palembang. 

Teknik pengolahan data di lakukan dengan cara menganalisis semua 

baban - baban bukum yang ada secara kualitatif untuk selanjutnya 

dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan. 

E . Sistematika Penulisan -

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruban 

dalam 4 (empat) bah dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Bab pendabuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan 

masalab. ruang lingkup dan tujuan, metode pcnclitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab I I Tinjauan pustaka yang berisi Pengertian Tindak Pidana, 

Tanggung Jawab Pidana. Nahkoda dan Kapal. Pengertian 

Kecelakaan Kapal 

Bab I I I Menggambarkan tentang hasil pcnclitian yang secara khusus 

menguraikan pembahasan/analisis sebubungan permasalaban 



hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari 

pembabasan tersebut akan disesuaikan dengan basil penelitian 

tabap benkutnya sebagai bagian dari proses penelitian. 

IV Bagian penutup dari pembabasan skripsi ini yang diformat 

kesimpulan dan saran. 



B A B H 

T I N J A U A N P U S T A K A 

A. Pengertian Tindak Pidana 

Sebagaimana diketabui babwa semenjak dilabirkan, setiap 

manusiasenantiasa mempunyai naluri untuk berbubungan dengan manusia 

lainnya. Dalam menggalang bubungan ini pertama kalinya dimulai dengan 

ibu dan keluarga masyarakat sekitar dan kemudian Hngkungan masyarakat 

yang lebib luas serta bersifat majemuk. Hubungan dengan manusia Iain ini 

adalah dalam rangka memenuhi kebutubannya yang secara mendasar 

terdiri atas kebutuban sandang, papan, pangan dan kasih sayang. 

Disamping adanya faktor untuk memenuhi kebutubannya yang dapat 

pula dikategorikan sebagai bersifat jasmani dan robani tersebut, maka 

terdapat kecenderungan babwa setiap manusia pada hakekatnya ingin 

berkebidupan secara teratur yakni terhadap diri sendiri maupun terhadap 

manusia lainnya. Kebutuban akan keteraturan hidup masyarakat ini 

dirasakannya untuk berpenghidupan lebib layak, aman serta tidak saling 

mengganggu. Oleh karena senantiasa bams hidup. dengan nyaman maka 

diperlukanlah patokan atau pedoman agar tidak terjadi pertentangan 

kepentingan diantara mereka. Patokan ini tidak lain adalah aturan untuk 

bersikap tindak secara pantas yang sebenamya mempakan pandangan 

menilai dan sekaligus merupakan suatu harapan. Dalam prakteknya patokan 
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ini kemudian dikenal sebagai norma atau kaedab, berfungsi sebagai 

kumpulan nilai yang dalam bentuk kongkritnya berisikan larangan, suruban 

dan keboleban. 

Norma atau kaedab ini bertujuan untuk tercapai kedamaian dalam 

kebidupan bersama, dimana kedamaian berarti terdapatnya keserasiban 

antara ketertiban dengan ketentraman. Kondisi damai itulah yang menjadi 

tujuan akbir kaedab, dimana dalam bentuk kaedab yang melembaga disebut 

sebagai bukum. Melembaga disini maksudnya ...."diketabui. dimengerti. 

ditaati, dan dibargai dalam kebidupan sebari - bari".*^' 

Selanjutnya supaya melembaganya hukum adalah dengan 

memanfaatkan fungsi dari pada bukum, yang dapat berperan sebagai : 

1. Sarana untuk pengendalian / pengontrolan sosial. 

2. Sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial. 

3. Sarana untuk merekayasa sosial"'* 

Fungsi pertama dapat dimaksudkan, melalui sarana bukum 

dapatdilakukan pengendalian / pengontrolan terhadap sikap tindak 

masyarakat. Sedangkan terhadap fungsi kedua maksudnya ialah agar 

memenuhi berbagai kebutuban, tidak terjadi tabrakan maka diperlukan 

bukum sebagai sarana pengaturannya. Adapun terhadap fungsi ketiga ialab 

^'Soerjono Soekanto, 2000, Pokok - Pokok Sosiologi Hukum, Rajawaii, Jakarta, him 76. 

^'Wirjono Prodjodikoro, 2004. Tatacara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum, 
Gahlia Indonesia, Jakarta, him. 89. 



hukum dapat di pergunakan sebagai sarana untuk melakukan perubahan 

atau perekayasaan dalam masyarakat. Secara ideal ketiga fungsi tersebut 

harus terlaksana bersamaan, sebab meskipun ketiganya dapat dibedakan 

namun temyata sangat sulit untuk di lakukan pemisahaanya secara tajam. 

Terdapatnya kenyataan yang sedemikian ini memberikan petunjuk 

bahwa, antara ketiganya mempunyai keterikatan erat. saling ketergantungan 

sekaligus bersifat saling melengkapi. Artinya pula penekanan pada salah 

satu fungsi, akan senantiasa mempengaruhi keberadaan fungsi lainnya. Hal 

ini juga disebabkan antara ketiganya mempunyai tujuan sama. yaitu 

mengupayakan ketertiban dalam rangka menuju kedamaian hidup 

bermasyarakat. Oleh sebab itu dalam bubungannya dengan sikap tindak 

anggota warga masyarakat, maka realitanyn secara mendasar banya terdiri 

dari dua macam yaitu menyimpang dan atau lidak menyimpang dari tatanan 

kaedab. Bilamana terjadi sikap tindak menyimpang, maka sudab barang 

tentu akan menimbulkan suatu ketidak barmonisan atas nilai kaedab yang 

ada sebagai upaya untuk mengembalikan kepada sasaran bamionis maka 

yang bersangkutan lazim diberi ganjaran atau hukuman. 

Sebaliknya terhadap perilaku yang tidak menyimpang dari tatanan 

kaedah juga akan mendapatkan ganjaran, yakni berupa kepuasan karena 

tidak mcndapat hukuman. Jika diteinui yang demikian itu, maka sangat 

semakin dipengarubi oleh adanya bal-hal sebagaiberikut : 



1. Rasa takut pada sanksi negatif yang dijatuhkan, apabila perundang -

undangan dilanggar, 

2. Keinginan yang kuat untuk memelibara bubungan baikdengan 

sesama warga masyarakat atau golongan, 

3. Keinginan yang kuat untuk memelibara hubungan baik dengan 

penguasa, 

4. Kepentingannya terjamin oleb perundang - undangan, 

5. Perundang - undangan yang berlaku adalah sesuai dengan nilai -

nilai yang dianut; artinya perundang - undangan itu dianggap adil.^* 

Jadi kembali kepada pokok persoalan mengenai kaedab tadi. pada 

hakekatnya merupakan pedoman.bagi sikap tindak warga masyarakat dalam 

kedudukannya sebagai pribadi maupun dalam pergauian antar pribadi. 

Lebih lanjut agar berbagai kebutubannya dapat terselenggara sebagaimana 

mestinya dalam arti tidak saling bertentangan. perlu diberikan 

pengaturannya melalui bukum dengan memanfaatkan fungsi yang 

dimilikinya. 

Dalam bubunganya dengan pengaturan ini maka faktor yang paling 

pokok tidak lain ialab ancaman hukuman terhadap perbuatan -perbuatan 

yang dilarang oleh undang - undang atau sering disebut sebagai tindak 

pidana (slLalbaarfeit) atau dalam istilah babasa asing lain adalah delict atau 

'''Soeijono Soekanto, 2006, Aspek Sosiologi Keberlakuan Perundang - undangan. 
F. H. Universitas Pancasila, Jakarta, him 7. 



lebih jelasnya tindak pidana itu ialah suatu perbuatanyang pelakunya 

dikenakan hukuman pidana. 

Berbicara mengenai tindak pidana. maka tidak terlepas kepada 

wujud perbuatan sebagai unsur dari tindak pidana. Wujud dari perbuatan 

harus dilihat pada perumusan tindak pidana dalam pasal -pasal tertentu dari 

peraturan pidana, misalnya dalam pasal - pasal tertentu dari peraturan 

pidana, rmsalnya dalam tindak pidana, mencari perbuatannya dirumuskan 

sebagai " mengambil barang " ini merupakan perumusan secara formil, 

sebaliknya perumusan secara materil memuat penyebutan suatu akibat yang 

disebabkan oleb perbuatannya misalnya ; "membunub" dinimuskan sebagai 

mengakibatkan matinya orang lain. 

Pada umumnya perbuatan itu bersifat positif tetapijuga dapat bersifat 

negatif yaitu terjadi apabila melakukan suatu perbuatan tertentu yang ia 

wajib melakukan, sehingga suatu peristiwa terjadi dan tidak akan terjadi 

apabila perbuatan tertentu itu dilakukan. Sebagai contoh seorang pegawai 

angkutan kapal yang wajib memberi tanda babwa angkutan kapal tertentu 

harus berhenti, tetapi diam saja dan tidak memberi tanda sehingga angkutan 

kapal jalan terus dan kemudian terjadi tabrakan dengan angkutan kapal lain. 

Apabila sebagai akibat tabrakan tersebut kedua angkutan kapal tersebut ada 

seorang atau lebib meninggal dunia. Dalam bal ini si pegawai tersebut dapat 

di persalahkan melakukan pembunuhan oleb karena dalam hal ini ia dapat 

dianggap ada kesengajaan di pihak si pegawai angkutan kapal tersebut. 



Inilah disinggung bahwa hukum adalah rangkaian mengenai 

peraturan - peraturan tingkah laku orang - orang sebagai anggota 

masyarakat, yang tujuan dari bukum itu sendiri adalah mengadakan 

keselamatan, kebabagian, dan tata tertib dalam masyarakat. Masing -

masing anggota masyarakat tentunya mempunyai berbagai kepentingan 

yang beraneka wama dan dapat bentrokan satu sama lainnya. Kalau 

bentrokan ini terjadi, maka masyarakat menjadi guncang, dan keguncangan 

inilab yang harus dibindarkan. Untuk ini bukum menciptakan berbagai 

bubungan tertentu dalam masyarakat. Hubungan-bubungan ini ada diantara 

orang - orang perorangan. atau antara berbagai kelompok orang. atau antara 

suatu kelompok dan seorang^ oknum tertentu, atau antara masyarakat 

selunibnya di satu pihak dan orang - orang perorangan atau kelompok itu di 

lain pihak. • • 

Dalam mengatur segala hubungan ini . bukum bertujuan mengadakan 

suatu imbangan diantara berbagai kepentingan. baik imbangan itu terletak 

pada iahiriab, maupun terletak pada dunia rohaniab di tengah - tengab 

masyarakat. Dan keseiinbangan itu banyadapat tercapai kalau hukum yang 

mengatumya itu dilaksanakan. diborniati, dan lidak dilanggar. Maka apabila 

terjadi suatu perbuatan melanggar hukum, ini akan mengakibatkan 

keguncangan dalam masyarakat itu, dan keguncangan ini teiilu 

mengakibatkan suatu keganjilan dalam masyarakat baik dalam hidup 



jasmaniah maupun dalam hidup rohaniab. Perbuatan yang melanggar 

bukum inilah yang diberi sanksi; ancaman hukuman atau sanksi pidana. 

Tindak pidana adalah perumusan dari hukum pidana yang memuat 

ancaman hukuman pidana atas pelanggaran norma - norma bukum baik itu 

dalam Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaba 

Negara. Oleh karena itu dalam tindak pidana harus ada sifal melanggar 

bukum. Dengan demikian ada tiga unsur tindak pidana yaitu ; 

a. Perbuatan yang dilarang; 

b. Akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar alasan kenapa 

perbuatan itu dilarang; 

c. Sifat melanggar bukum dalam rangkaian sebab musabab "?). 

Perbuatan yang dilarang sebagai unsur pertama, ini harus 

mengandung onrcchtmatigbeid (melanggar hukum). Seseorang dapat 

diancam dengan hukuman apabila ia melakukan perbuatan yang dilarang 

olehbukum atau melanggar bukum. Unsur ini disebutkan secara tegas dalam 

perumusan ketentuan bukum pidana, misalnya ; dalam pasal 362KUHP 

tentang pencurian, disebutkan babwa pencurian ini adalah mengambil 

barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara 

wederrechtelijklieid atau secara melanggar hukum yang berarti bahwa si 

pelaku tidak mempunyai bak atas barang itu. 

Sedangkan unsur kedua sebagai pendukung unsur yang pertama 

misalnya mcmbunuh bal ini akan menyebabkan matinya orang lain. Tindak 



pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan 

sipeiaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan 

kebarusan ada hubungan sebab - musabab antara sipeiaku dan kerugian 

kepentingan tersebut. 

B. Tanggung Jawab Pidana 

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu akibat lebih lanjut 

yang harus di tanggung oleb siapa saja yang telab bersikap tindak ; baik itu 

bersikap tindak yang selaras dengan bukum atau sikap tindak yang 

bertentangan dengan bukum. Lebib lanjut sikap tindak ini dapat bersifat 

aktif, dapat pula bersifat pasif sepanjang ketentuannya diatur dalam hukum 

pidana. Contoh sikap tindak aktif ialah yang bersangkutan dengan niat 

terlebih dahulu, sengaja melakukan tindak pidana sendiri. Sedangkan yang 

bersifat pasif, misalnya melihat orang yang sebarusnya wajib ditolong 

karena terbanyut di sungai, temyata bal itu tidak dilakukannya. 

Kemudian mengenai tanggung jawab ini secara pokok dibedakan 

menjadi dua yaitu tanggung jawab langsung dan tanggung jawab tidak 

langsung. Tanggung jawab langsung ialab jika yang bersangkutan secara 

aktif melakukan tindak pidana, sedangkan tanggung jawab tidak langsung 

ialab j ika ia mcnyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Langsung 

atau tidak langsung seseorang melakukan tindak pidana. maka secara 



prinsip yang bersangkutan wajib mempertanggung jawabkan perbuatan 

(sikap tindakanya) tersebut. 

Dengan demikian tanggung jawab pidana maksudnya adalab, akibat 

lebib lanjut yang barus diterima dibayar ditanggung oleb seseorang yang 

melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung. Untuk dapat 

dipidana maka perbuatan yang dimaksud tentu saja barus memenuhi 

terlebih dahulu kriteria atau unsur - unsur darisesuatu tindak pidana. 

Apabila suatu perbuatan tidak memenuhi. mengandung unsur - unsur 

tindak pidana. maka kepada yang bersangkutan tak dapat dimintakan 

tanggung jawab pidananya secara yuridis. 

Begitu pula balnya dalam kaitannya dengan kecelakaan angkutan 

kapal, maka terlebih dahulu diteliti penyebab atau faktor - faktor yang 

menyebabkan terjadinya kecelakaan angkutan kapal. Seperti telah 

dikemukakan diatas babwa, ada dua faktor yang dapat menjadi sebab 

terjadinya kecelakaan angkutan kapal yaitu karena kelalaian nakboda 

angkutan kapal atau kecerobohan pemimpin perjalanan angkutan kapal. 

Meski kedua faktor tersebut dapat dibedakan, tetapi keduanya 

menunjuk pada satu kesimpulan yaitu faktor lainnya dalam hal itu dapat 

dikesampingkan karena tidak dominan sifatnya. Mengingat faktor manusia 

sabagai penyebab utama untuk terjadinya kecelakaan angkutan kapal. maka 

dalam mencari siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut 
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faktor manusia harus mendapat perhatian utama dalam rangka 

pengusutannya. 

C . Nakhoda dan Kapal 

1. Pengertian Nakhoda 

Nakhoda kapal menurut pasal 1 bulir 12 U U No. 21 Tabunl992 

adalab : Nakhoda kapal adalab salab seorang dan awak kapal yang menjadi 

pimpinan umum di atas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung 

jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang 

berlaku. Sedangkan pimpinan kapal menurut pasal 1 butir 13 adalab 

iPimpman kapal adalab salab seorang dari awak kapal yang menjadi 

pimpman umum diatas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta 

mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu. berbeda dengan yang 

dimiliki oleb nakboda. 

2. Pengertian Pandu 

Pemanduan merupakan kegiatan pandu dalam membantunakhoda 

kapal, agar navigasi dapat dilaksanakan dengan sclamat, tertib, dan lancar 

dengan memberikan informasi tentang keadaan perairan setempat yang 

penting deini keselamatan kapal dan Hngkungan. Pandu menurut penjelasan 

Pasal 16 ayat (22) adalah petugas pelaksana pemanduan yaitu seorang 

pelaut nautis yang memiliki persyaratan yang telab ditetapkan oleb 

pemerintah. Untuk kepentingan keselamatan pelayaran, pada daerab 



perairan tertentu ditetapkan sebagai perairan wajib pandu dan perairan 

pandu luar biasa. 

Menurut penjelasan Pasal 16 ayat (1), perairan wajib pandu adalah 

suatu wilayah perairan yang karena kondisi perairannya wajib dilakukan 

pemanduan bagi kapal berukuran isi kotor tertentu. Selanjutnya perairan 

pandu luar biasa yaitu suatu wilayah perairan yang karena kondisi 

perairannya tidak wajib dilakukan pemanduan. Penggunaan fasilitas 

pemanduan dapat diberikan atas permintaan nakboda atau pemimpin kapal. 

Penetapan perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa bertitik tolak 

pada kondisi perairan yang bersangkutan dinilai berdasarkan pada 

kriteria/aspek yang dapat mempengaruhi keselamatan pelayaran. berupa 

kondisi cuaca, kondisi arusnntangan alam lainnya dan kondisi kepadatan 

lalulintas kapal yang menuju suatu daerab pelabuban. 

3. Pengertian Kapal 

Untuk mengetahui apa sebenamya arti kapal dalam skripsi ini.perlu 

kiranya di kemukakan di sini defenisi yang terdapat dalam ketentuan umum 

pasal 1 butir 2 U U No. 21 Tahun 1992, yangisinya adalah : 

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang 

digeiakkan dengan lenaga inekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk 

kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawab permukaan 

air, serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindab - pindab. 

Selanjutnya, jenis kapal antara lain : 
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1. Kapal konvensional, untuk muatan kering dengan menggunakan 
sistem stowage konvensional. 

2. Kapal tipe gladak terbuka untuk memperbaiki pengaturan muatan 
{stowage). 

3. Kapal kbusus kontainer. 
4. Kapal roll on-Roll of (RORO) dengan pintu dibelakang. 
5. Kapal lift on-Lift of (LOLO). 
6. Kapal muatan tongkang {lighters aboardship) {Lash/Seabee). 
7. Kapal untuk muatan sangat berat yang dilengkapi dengan alat -alat 

angkut kbusus. 
8. Kapal untuk muatan kbusus kendaraan bermotor. 
9. Kapal kbusus Penumpang. 
10. Kapal barangcurab kering {bulk carries). 
11. Tankers untuk muatan cair. 
12. Kapal -kapal yang berkembang sangat cepat dalam angkutanlaut 

ialab : 
a. Kapal kbusus kontainer 
b. Kapal Tanker 
c. Kapal Muatan Curab {bulk carriesf^ 

D. Pengertian Kecelakaan Kapal 

Pengertian " Kecelakaan Kapal " tidak terdapat dalam UUNomor 21 

Tabun 1992 tentang pelayaran, yang ada istilab "kecelakaandi kapal" yang 

dirumuskan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (!) yaitu: Kecelakaan di kapal 

adalab kejadian di kapal yang bersangkutan yang dapat mengancam 

keselamatan kapal dan/atau j iwa manusia. 

Adapun macam - macam kecelakaan di kapal manurut Pasal 93 ayat 

(2) UU Nomor 21 Tabun 1992 adalab : 

a. Kapal Tenggelam 

A. Abbas Salim. 2005, Manajemen Pelayaran Niaga dan Pelohuhan. Pustaka Jaya. 
Jakarta, him. 145 



b. Kapal Terbakar. 

c. Kapal Tabrakan 

d. Kecelakaan yang menyebabkan terancamnya j iwa manusia dan 

kerugian harta - benda. 

e. Kapal Kandas. 

Ketentuan mengenai macam - macam kecelakaan kapal terdapat 

juga di dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 1 Tabun 1998 tentang Pemeriksaan 

Kecelakaan Kapal. 

Berdasarkan uraian keterangan diatas maka dapatlah di simpulkan 

babwa kecelakaan kapal angkutan pada hakekatnya adalah segala macam 

gangguan yang mengganggu atau mengbambat urusan perjalanan kapal. 

Jika sampai terjadi kecelakaan maka sudab barang tertentu harus dicari apa 

penyebabnya dan bagaimana akibat yang timbul dari kecelakaan tersebut, 

sehingga nantinya akan lebib mudab untuk menentukan siapa yang paling 

bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Kalau telab ditemukan 

orangnya, maka yang bersangkutan harus diminlai, diperiksa, diadili sesuai 

dengan ketentuan yang memberikan pengaturannya. 



BAB III 

P E M B A H A S A N 

A. Faktor - faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kapal 

Mengingat faktor manusia sebagai penyebab utama terjadinya 

kecelakaan kapal, maka nakhoda atau pemimpin perjalanan kapal adalah 

merupakan pejabat yang terkait dalam perjalanan kapal. Berdasarkan bal 

tersebut maka penyelenggaraan urusan perjalanan kapal dan urusan 

lalulintas kapal yang tetap adalab tanggung jawab kepaia pelabuban 

sepenuhnya. Tiap - tiap pelabuhan atau tiap - tiap pos yang tidak termasuk ~-

dalam Hngkungan pelabuban, selama pelabuban atau pos itu terbuka harus 

ada seorang pegawai selaku pemimpin perjalanan kapal. Pemimpiii 

perjalanan angkutan kapal ialab :" Seorang pegawai di pelabuban atau pos 

yang tidak termasuk Hngkungan salab satu pelabuban, yang diserahi tugas 

melakukan segala tindakan untuk menjamin keamanan dan ketertiban 

perjalanan kapal dan segala sesuatu yang langsung berkaitan dengan itu.'^ 

Dari definisi tersebut akan tcrlibat babwa pemimpin perjalanan ini 

mempunyai wewenang dan tanggung jawab besar untuk menjamin 

keamanan dan ketertiban perjalanan sehingga kepadanya juga dibenkan 

^'Wawancara dengan Bapak Masripin, P L T Kepaia Dinas Perhubungan Kola 
Palembang. Seiasa. tgl. 7 Juni 2010 
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wewenang melakukan tindakan lain yang berkaitan dengan urusan tersebut. 

Jadi kedudukan dari padanya adalah bersifat strategis, karena dapat 

menentukan berangkat tidaknya suatu rangkaian kapal. Dengan kedudukan 

begitu besar ia dapat berada di pelabuhan atau di pos yang tidak termasuk 

dalam pelabuban, sehingga kepadanya dapat di perbantukan seorang 

pengawas pelabuban yang senantiasa siap di pelabuban dengan memakai 

topi putib. 

Adapun tanggung jawab dari pemimpin perjalanan kapal dalam hal 

ini nakboda kapal. jika kapal berangkat adalab banya sebatas wesel terjauh 

dari pelabuban dan semenjak batas wesel terjaub dari pelabuban dan 

semenjak batas wesel tersebut ke pelabuban ketika kapal berangkat atau 

datang. Semenjak lewat dari perairan maka segala kekuasaannya berada di 

tangan nakhoda perairan . sampai kepada pelabuban ketika mereka datang 

lagi di depannya, begitu seterusnya pada setiap saat. Nakhoda kapal ini 

sesuai dengan kekuasaannya, barus mencatat dalam laporan kapal bal - bal 

sebagai berikut: 

a. Jam datang dan jam berangkat sesungguhnya pada setiap pelabuban ; 

b. Jumlab berat kapal dalam ukuran ton, dan perjalanan dalam ukuran 

knot; 

c. Setelab keberangkatan kapal maka nakboda mencatat perjalanan 

kapal; 

d. Kelambatan dengan dicatat sebab - sebabnya; 



e. Lama perjalanan dan kecepatan kapal;\ 

f. Pemindahan persilangan dan pemindahan penyusunan ; 

g. Lintas yang dilalui kapal mercusuar; 

h. Jika mempergunakan alat bantu kapal seperti jangkar dan lain - lain; 

i . Catatan - Catalan luar biasa yang dianggap perlu. 

Bilamana semua dalam keadaan baik, maka oleh pemimpin 

perjalanan atau yang mendelegasikan wewenangnya kepada 

pengawas pelabuhan, kapal baru akan diizinkan berangkat. Setelab 

melewati pelabuban. kekuasaan sepenuhnya berada ditangan 

nakboda, jadi ketika berada didalam pelabuban ia hanya sekedar 

melakukan pemeriksaan agar terjamin keamanannya di perjalanan 

nanti. Sebab bagaimanapun juga dalam setiap perjalanan yang harus 

dijamin adalab keselamatan dan kelancaran sehingga sampai pada 

tujuan dengan selamat. 

Jika pemeriksaan telab dilakukan dan kapal dapat di bcrangkatkan. 

maka tanda perintab berangkat di perlihatkan kepada nakhoda kapal oleb 

pengawas pelabuban yang berdiri mengbadap keaiali ket)ala kapal, setelab 

tanda perintab berangkat itu tcrlibat olcb nakboda kapal dan kapal yang 

bersangkutanpun untuk berangkat, maka penjaga perairan itu segera 

memalingkan mukanya ke jurusan kapal dan memberi perintab berangkat 

kepada nakboda dengan suling mulut. Setelab perintab itu di jawab oleb 

nakhoda dengan suling, maka bgrulab penjaga perairan itu naik kekapal. 



Nakhoda baru boleb memenuhi perintab penjaga perairan, untuk 

memberangkatkan kapalnya. apabila ia telah melihat juga tanda perintab 

berangkat yang di perlihatkan oleh pengawas pelabuban itudan yakin babwa 

tanda itu tidak untuk kapal Iain dan pula sepanjang pengetabuan semua 

syarat telab dipenuhi. 

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, dapatlah di kemukakan 

babwa pejabat yang terkait dalam perjalanan kapaladalab : 

1. Kepaia pelabuban yang dalam bal ini dapat mendelegasikan 

wewenangnya kepada pemimpin perjalanan. yang kepadanya dapat 

di perbantukan seorang pengawas pelabuhan dengan ciri khas 

bertopiputib. '^ 

2. Nakhoda, perwira, anak buab kapal dan pibak lainnya. 

3. Selama perjalanan berlangsung ditunjang atau pun di bantu oleb 

orang - orang yang bertugas dibagian tempat mercusuar. tempat 

pemberhentian. 

Keseluruban dari pejabat tersebut masing masing bertugas sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. sehingga pertanggung jawabannya adalab 

sesuai dengan tugas yang telab ditetapkan. Oleh scbab itu kalau terjadi 

suatu peristiwa luar biasa (kecelakaan) di suatutempat, maka 

permasalahannya bams di libat secara kasuistis dan proporsionil. Scbab 

^'Wawancara dengan Bapak Masripin. P L T Kepaia Dinas Perhubungan Kota 
Palembang. Seiasa. tgl. 7 Juni 2010. 



berdasarkan pengertian ini dari peristiwa luar biasa di lingkungan kapal 

(kecelakaan), temyata pengertiannya amat luas sekali sehingga dapat 

menyangkut antar wewenang dari pejabat yang terkait dalam suatu 

perjalanan kapal, baik ketika mengangkut penumpang ataupun barang. 

Dalam tragedi kecelakaan kapal angkutan yang sering terjadi 

menurut Masripin selaku pibak pengelola lalulintas angkutan kapal 

diperairan sungai musi mengemukakan babwa penyebab terjadinya 

kecelakaan kapal biasanya terjadi semata - mata karena faktor kelalaiandan 

kurangnya koordinasi antara petugas pengoperasian kapal angkutan. Oleh 

karena itu, karena perjalanan kapal angkutan diatur oleb rangkaian sistem 

maka akan banyak mengkaitkan beberapa petugas operasional untuk 

menjalankan tugasnya masing - masing dengan melakukan koordinasi. 

Koordinasi tersebut dilakukan babwa setiap petugas operasional yang 

menjalankan tugas barus berdasarkan perintab atasan, sebagai dasar 

bukumnya.^^ 

Berkenaan dengan ada atau tidaknya kelalaian dari nakJioda atau 

petugas pemimpin perjalanan angkutan kapal. Bapak Masripin dalam bal ini 

memberikan keterangan babwa " Angkutan kapal itu telab mempunyai jalur 

dan jadwal tersendiri serta peraturan yang mengatur perjalanannya setiap 

kepaia kapal bam boleb memenuhi perintab nakboda untuk 

^'Wawancara dengan Dapak Masripin. PLT Kcpala Dinas. Pciliubuii^aii Kola 
Palembang. Seiasa. tgl. 8 Juni 2010. 



memberangkatkan kapal angkutannya, apabila ia telah melihat tanda 

perintah berangkat yang diperintabkan oleb pengawas kelautan itu, dan 

yakin babwa tanda itu tidak untuk kapal Iain dan sepanjang pengetabuan 

syarat telab dipenuhi. Apabila petugas nakhoda itu memperbatikan tanda 

perintab berangkat yang diperiibatkan oleb petugas kelautan atau pemimpin 

perjalanan kapal maka dipastikan tidak akan terjadi kecelakaan kapal.'"' 

Setiap petugas nakboda atau petugas pemimpin perjalanan kapal 

barus mentaati peraturan tersebut. Sebaliknya apabila nakboda lalai.maka 

besar sekali kemungkinan terjadi kecelakaan. Denganberpedoman pada 

tugas atau wewenang petugas yang telab ditentukan tersebut j ika terjadi 

kecelakaan angkutan kapal akan rtaidab diketabui adanya unsur kelalaian 

atau tidak pada diri nakboda yang saat itu sedang bertugas. Apabila terbukti 

ada kelalaian dari nakboda, rnaka yang bersangkutan wajib bertanggung 

jawab secara pidana atas kelalaiannya tersebut karena mengakibatkan 

terjadinya kecelakaan. 

Sementara apabila faktomya berasal dari kecerobohan pemimpin 

perjalanan kapal angkutan yang tidak memperbatikan perintah yang telah 

ditentukan, j ika ini terjadi bagi nakboda akan terbebas dari tanggung jawab 

pidana atas kecelakaan tersebut. Hal ini dikarenakan kecelakaan itu tidak 

Wawancara dengan Bapak Masripin. P L T Kepaia Dinas Perhubungan Kota 
Palembang. Seiasa, tgl. 8 Juni 2010. 
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merupakan tanggung jawabnya, sebingga kepadanya juga tidak dapat 

dipersalabkan. 

Berdasarkan keterangan di atas bahwa setiap petugas operasinal 

kapal harus mempunyai tanggung jawab penub terhadap tugas yang 

diberikan Kemudian meski pemimpin perjalanan angkutan kapal punya 

atasan, tetapi tanggung jawab atas tugas atau wewenang telab di limpabkan 

dan dengan demikian barus dilaksanakan dengan penub pengabdian 

olehnya. Apabila terjadi kecelakaan dan temyata itu dikarenakan kelalaian 

nakhoda, maka tanggung jawab pidana tetap berada pada si nakhoda itu 

sendiri. Hal ini disebabkan dalam bukum pidana tidak dikenal adanya 

pengganti pelaku namun langsung dikenakan dan dapat ikut bertanggung 

jawab secara pidana atas kesalaban yang dilakukan si nakboda angkutan 

kapal tersebut. 

Untuk itu di kemukakan sekali lagi babwa, j ika terjadi kecelakaan 

angkutan kapal terlebih dahulu barus dicari faktor penyebab kecelakaan. 

Setelab di temukan penyebab kecelakaan angkutan kapal maka segera akan 

dapat di tentukan siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan kapal 

tersebut. 



B. Pertanggung jawaban pidana terhadap nakhoda kapal 

dalamkecelakaan kapal yang mengakibatkan meninggalnya 

penumpang di perairan sungai musi 

Di depan telah disebutkan babwa nakboda kapal merupakan 

pimpinan umum di atas kapal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 

pelayaran diperairan tertentu. Maka wajar jika nakboda adalab pibak 

pertama yang dimintai keterangan apabila kecelakaan kapal. Babkan 

terlebih dari itu. nakboda dapat di bebani tanggung jawab terutama j ika 

sunggub - sunggub telab melakukan kecelakaan. 

Dengan mengutip ketetapan pasal 10 PP No. 1 Tahun 1998, 

Masripin mengatakan " bahwa. penyidik dalam bal terjadi kecelakaan 

kapal, terlebih dabiilu hams meminta keterangan terhadap nakboda atau 

pimpinan kapal setelab itu dapat pula meminta keterangan perwira kapal, 

anak buab kapal dan pibak - pibak lainnya'" 

Secara lengkap ketentuan pasal 10 berisi : 

Dalam melaksanakan pemeriksaan pendabuluan kecelakaan kapal 

syab bandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleb menteri dapat 

mencari keterangan yang diperlukan dari : 

a. Nakliuda alau pimpinan kapal 

b. Perwira kapal 

^^'Wawancara dengan Bapak Masripin. P L T Kepaia Dinas Perhubungan Kota 
Palembang, Senin. tgl. 7 Juni 2010 



c. Anak buah kapal 

d. Pihak - pibak lain 

Tentang tanggung jawab nakboda secara tegas tertuang dalam pasal 

88 U U Nomor 21 Tabun 1992 yaitu :Nakboda atau pemimpin kapal 

bertanggung jawab atas kecelakaan kapal. kecuali dapat di buktikan lain. 

Apabila dicermati. sesungguhnya isi ketentuan pasal 88 tersebut diatas. 

pada pokoknya menegaskan babwa nakboda bertanggung jawab diatas 

kecelakaan kapal : 

1. Nakboda tidak melaksanakan kewajibannya 

2. Nakboda kapal tidak melakukan upaya tertentu. 

Berdasarkan ketentuan diatas akan terlibat babwa kewajiban xlari 

seorang nakhoda adalab cukup berat, karena merupakan memimpin umum 

dan berarti sebagai pejabat atasan paling tinggi dalam urusan perjalanan 

kapal. Dengan demikian adannya kewajiban seperti itu maka tanggung 

jawab yang dimiliki adalab besar. Mengingat dan tanggung jawab berat dan 

tidak akan mungkin dapat dilakukan dengan sendiri maka kepada 

diperbantukan perwira kapal, anak buah kapal dan pibak-pihak lainnya. 

Keempat macam pernbantu tersebut selalu terikat dalam setiap 

perjalanan kapal laut, sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing -

masing. Dengan perkataan lain mereka harus saling mengadakan 

koordinasi, sebab tanpa koordinasi yang barmonis misalnnya perjalanan 

kapal tidak akan dapat terselenggara sebagaimana mestinya. Contoh dalam 



hal ini dari bagian jalur perairan yang memberitahukan bahwa pada 

kilometer sekian ada gelombang tinggi atau ada kapal lain yang berlayar. 

sebingga perlu dilakukan penundaan perjalanan terlebih dahulu. Adanya 

pemberitabuan ini harus disampaikan keselurub bagian tertentu, yang 

berbubungan dengan rencana perjalanan kapal. 

Mengenai pentingnya koordinasi tersebut maupun bubungan 

kerjaantara mereka dilaksanakan pengertian yang telah terkandung 

didalamnya yaitu Koordinasi adalab pencapaian usaba atau kelompok 

secara teratur dan kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan 

bersama.Hubungan kcrja ialab keseluruban rangkaian kegiatan antara 

satuarr- - satuan kerja organisasi yang satu dengan yang lain merupakan 

kcbulatan yang utuh dalam rangka mencapai tujuan organisasi sebagai 

keseluruban secara efektif dan efesien.'"' 

.ladi koordinasi dan bubungan kcrja wajib dipahami oleb 

meiekayang terkait dalam suatu pekerjaan atau perjalanan. sehingga 

kelancaran dan keamanan perjalanan yang terjamin. Olcb karena itu adalah 

berkelebihan mengatakan babwa urusan perjalanan kapal merupakan urusan 

bagian lalulintas saja. meskipun mereka yang tampak agak dominan sebab 

inspeksi lain juga terbukti ambil peran didalamnya. Keempat aparat dari 

masing - masing inspeksi ini j ika berada di sebuab pelabuban agak besar ( 

^^'Soewamo Handayaningrat. 2006. Adminisirasi Pemerintahan Dalam Pembangunan 
Nasional. Gunung Agunghal. Jakarta, him 117 



misalnya pelabuhan sungailais ), berkewajiban membantu dan menunjang 

kepaia pelabuban. 

Kepaia pelabuban ini tidak lain adalah pegawai yang menguasai atau 

untuk sementara waktu menguasai pelabuban yang bertanggung jawab atas 

selurub urusan perjalanan kapal ,dan langsir di wilayah kekuasaannya. 

Selanjutnya dalam bubungan dengan bawaban dari para inspeksi 

tersebut, maka salab satunya adalah inspeksi lalulintas. Di dalam 

lingkungan pelabuban, kegiatan utama yang dilakukan dalam memberi 

baban kepada kepaia pelabuban adalab di bidang pengaturan lalulintas 

kapal. Adapun tugas dan wewenang dari pengaturan lalu lintas kapal 

iniadalah meiiputi pekerjaan yang berbubungan dengan pelayaran kapal 

yaitu : 

1. Segala pekerjaan yang dilakukan pada waktu menerima dan 

memberangkatkan kapal laut. 

2. Mencoba kapal dengan mengbidupkan mesin kapal. 

3. Mengisi laporan kapal dan laporan harian petugas lalulintas kapal. 

begitu pula menyerahkan lain - lain bentuk yang telab di isi untuk 

menjamin keamanan perjalanan kapal. 

4. Mengambil tindakan yang perlu untuk mempercepat naik turunnya 

penumpang dengan aturan dan melancarkan pemuatan dan 

pembongkaran barang. 



Keempat tugas dan wewenang utama tersebut dalam suatu 

prakteknya dibabas oleh pegawai yang telab ditugaskan masing -masing 

sesuai dengan bagiarmya. Akan tetapi ia tetap merupakan penanggung 

jawab utama di bawab komando kepaia pelabuban. Jadi berdasarkan uraian 

diatas babwa tugas peraturan lalulintas bukan saja menentukan suatu 

perjalanan kapal secara umum, akan tetapi juga melakukan tugas - tugas 

dilingkungan pelabuhan dan kegiatan administrasi perjalanan contobnya 

dalam hal ini adalah aktifitas mengisi laporan kapal dan laporan barian 

petugas lalulintas kapal, yang kesemuannya ini dimaksudkan untuk 

menunjang apapun menjamin keamanan perjalanan. 

Dalam melaksanakan tugas utama itu pengatur lalulintas bagian ini 

di sebut sebagai pengawas lalulintas kapal dengan ciri ciri khas bertopi 

putib. yakin memberangkatkan setelab menerima izin dari pimpinan 

perjalanan dan juga menerima kapal yang akan berjalan dan yang datang 

akan tetapi sebelum pengawasan lalulintas kapal itu barus juga melakukan 

koordinasi dengan petugas kedua. yakin mencoba kapal sehingga dapat 

mengambil kesimpulan menambah atau mengurangi muatan kapal. 

Pengaturan lalulintas yang melakukan tugas kedua tersebut biasanya 

melakukan pada saat persiapan akan pemberangkatan kapal. 

Sedangkan mengenai tugas ketiga bagian pengaturan lalulintas ini 

adalab untuk mengisi grafik perjalanan dan kegiatan nakhoda. Maksud dari 

pelaksanaan tugas ini tidak lain adalab untuk melihat tingkat kelalaian dari 



nakhoda. Mengenai pelaksanaanya di tentukan lebih lanjut oleb mereka 

terkait dalam perjalanan kapal. Untuk mengetabui secara jelas mengenai 

kedua bal tersebut diatas, maka berikut ini akan penulisan satu persatu 

sebagai berikut: 

1. Nakhoda tidak melaksanakan kewajiban - kewajibannya 

Pertanyaan yang dikemukakan adalab " Apakab kewajiban -kewajiban 

nakboda itu ? bal ini dapat dilibat beberapa pasal dalam UU Nomor 21 

Tabun 1992 diantaranya : 

a. Pasal 15 

b. Pasal 57(1), (2), dan ( 4 ) ' " 

Untuk lebib jelasnya berikut ini akan dikutip secara lengkap isi dari 

pasal - pasal tersebut diatas yaituPasal 55 ayat (1) U U Nomor 21 Tabun 

1992 berisi : Nakhoda atau pimpinan kapal selama berlayar wajib 

mematubiaturan - aturan terkait yang berkaitan dengan tata cara 

berlalulintas, alur - alur pelayaran, sistem rute sarana bantu navigasi 

pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran yang diatur dalam undang -

undang ini . 

Wawancara dengan Bapak Masripin, P L T Kcpala Dinas Perhubungan Kola 
Palembang. Senin, tgl. 7 Juni 2010. 
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Beberapa kewajiban yang barus dilakukan oleb nakboda menurut 

ketentuan diatas yaitu ; 

a. Mematuhi tata cara berlaiu lintas 

b. Mematuhi alur pelayaran 

c. Mematuhi sistem rute 

d. Memenuhi sarana bantu navigasi pelayaran 

e. Memenuhi sarana komunikasi pelayaran 

Pasal 57 ayat (1), (2) UU Nomor 21 Tabun 1992 berisi :(2) Nakboda 

atau pemimpin kapal, wajib berada di kapal selama berlayar kecuali dalam 

keadaan yang sangat memaksa.(3) Nakboda atau pimpinan kapal yang akan 

berlayar, wajib memastikan babwa kapalnya telab memenuhi persyaratan 

kelayak laut. Kewajiban nakboda menurut pasal 57 di atas antara lain 

adalah : 

a. Nakboda barus berada dalam kapal ketika berlayar 

b. Nakboda barus memastikan kapal laik laut. 

Apabila di dalam pemeriksaan di depan sidang Majelis 

Mabkamab Pelayaran nakboda atau tersangkut dapat membuktiknn 

babwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 57 ayat {1) dan (2) UUNomor 

21 Tabun 1992 telah dipenuhi atau dilaksanakan, maka menurut Pasal 88 

U U Noinoi 21 Taliua 1992 ia dapat lepas dari tanggung jawab,dcmikian 

sebaliknya. Nakboda dapat pula melepaskan diri dari tanggung jawab, j ika 

la telab melakukan upaya - upaya tertentu. 



2. Nakhoda tidak melakukan upaya - upaya tertentu 

Seorang nakhoda pada suatu ketika mungkin menghadapi suatu 

keadaan di mana kapal dalam keadaan bahaya yang berakibat terjadinya 

kecelakaan kapal. Apabila dalam keadaan demikian nakboda tidak 

melakukan upaya - upaya tertentu, dan terjadi kecelakaan kapal, maka 

nakboda akan diminta pertanggung jawabannya. 

Untuk menghindari tanggung jawab tersebut, nakboda dapat 

melakukan beberapa bal seperti termuat dalam pasal - pasal berikut ini. 

Pasal 58 UU Nomor 21 Tahun 1992 berisi Untuk tindakan penyelamatan, 

nakboda atau pemimpin kapal berbak menyimpang dari rute yang telah 

ditetapkan dan mengambil tindakan lainnya yang diperlukan. 

Menunit Bapak Masripin" babwa tugns nakboda adalab membawa 

kapal dari tempat tolak ke tempat tujuan dengan aman dan selamat. Dalam 

bal dijumpai keadaan yang mungkin membabayakan keselamatan berlayar. 

nakboda dapat menyimpang dari nite dan/atau garis baluan (traek) yang 

telah ditetapkan, walaupun tindakan tersebut akan menambah biaya 

operasional dan lama perjalanan.Adapun yang dimaksud dengan tindakan 

lainnya yang diperlukan adalab tindakan penyelamatan bagi kapal maupun 

j iwa manusia sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang 

berlaku.'" 

^^'Wawancara dengan Bapak Masripin. P L T Kepaia Dinas Perhubungan Kota 
Palembang, Senin, tgl. 7 Juni 2010. 
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Pendapat Bapak Masripin tersebut di atas kiranya sesuai dengan 

ketentuan Pasal 89 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 1992 yaitu :Nakhoda atau 

pemimpin kapal yang mengetahui adanya bahaya bagi keselamatan berlayar 

wajib mengambil tindakan pencegaban dan menyebarluaskan berita 

mengenai bal itu kepada pibak lain. 

Di samping sanksi administratif, yang dapat dijatuhkan kepada 

nakboda menurut Pasal 19 PP Nomor I Tabun 1998, kepada nakboda dapat 

pula dijatuhi sanksi pidana menurut Pasal 101 danPasal 115 U U Nomor 21 

Tabun 1992 yang bempa pidana penjara kurungan, atau pidana denda. 

Pasal 101 UU Nomor 21 Tabun 1992 berbunyi Nakboda atau 

pemimpin kapal yang tidak mematuhi aturab -aturan yang berkaitan dengan 

tata cara berlaiu lintas, alur - alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu 

navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran selama berlayar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) di pidana dengan pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi -tingginya Rp. 

6.000.000,- (enam juta nipiab). 

Pasal 115 ayat (1) dan (2) U U Nomor 21 Tabun 1992 berbunyi :(1) 

Nakboda atau pemimpin kapal yang tidak berada di atas kapal atau 

meninggalkan kapalnya tanpa alasan yang sangat memaksa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), di pidanadengan penjara paling lama 5 

(lima) tahun 6 (enam)bitlan.(2) Nakboda atau pemimpin kapal yang 



melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetabui babwa 

kapal tersebut tidak layaklaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal57 ayat 

(2) dipidana dengan pidana kurungan, paling Iama3 (tiga) bulan atas denda 

setinggi - tingginyaRp. 6.000.000,- (enam juta rupiab)Tanggung jawab 

yaitu akibat lebib lanjut yang barus dilunasi oleb setiap orang yang telab 

bersikap tindak. Sedangkan peristiwa luarbiasa ( kecelakaan, bebat dan 

tidak bebat ), pada hakekatnya adalab segala macam keadaan yang dapat 

mempengaruhi jadwal pelaksana perjalanan kapal. Adapun peristiwa luar 

biasa ini secara garis besar di bedakan menjadi peristiwa luar biasa ini 

secara garis besar dibedakan menjadi peristiwa luar biasa bebat, j ika dalam 

peristiwa tersebut mengakibatkan tewas atau luka parab yang menimpa 

orang. Sedangkan satu lagi adalab peristiwa luar biasa tidak hebat ialab 

peristiwa seperti misalnya kerusakan pada mesin kapal sehingga tidak dapat 

dilalui, kapal tenggelam atau tabrakan tetapi tidak jatub korban. kecelakaan 

dalam laut. adanya kekusutan urusan perjalanan dan adanya dugaan atau 

percobaan sabotase. 

Berdasarkan jenis dari peristiwa luar biasa tersebut. maka j ika terjadi 

adanya hal yang demikian itu ( kecelakaan ). barus dilihat secara kasuistis 

atau jenis dari pada peristiwa yang terjadi. Contoh dalam balini misalnya 

peristiwa luar biasa tidak bebat karena kerusakan. Pada mesin kapal. j ika 

bal seperti ini dapat diketabui lebib dahulu ( misal ;karena peristiwa cuaca, 

rusaknya mesin ) maka terhadap peristiwa yang demikian tidak seorang 
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pejabatpun dapat di pertanggung jawabkan. Akan begitu pula balnya j ika 

ada dengan atau percobaan sabotase yang dilakukan pibak lain. Namun 

kalau peristiwa luar biasa bebat seperti misalnya tabrakan sebingga 

mengakibatkan tewas atau luka parabnya orang terjadi di luar pelabuban, 

maka kepada siapa beban tanggung jawab barus ditanggung akan ditetapkan 

melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan pertama kali akan 

dilakukan dari tempat dimana atau pada kilometer berapa dari pelabuban 

terdekat kecelakaan itu terjadi, kemudian dari antara pelabuhan terdekat itu 

dipelajari jamberapa masing ~ masing kapal berangkat. Pada jam - jam 

tersebut siapakab yang memerintabkan atau atas inisiatif siapa 

pemberangkatan ini terlaksana, sebingga mengaMbatkan terjadinya 

peristiwa luar biasa hebat ( kecelakaan dengan tewas atau luka parabnya 

orang ). 

Melalui prosedur pemeriksaan yang demikian itu, akan segera dapat 

dilakukan atau ditentukan siapa yang barus bertanggung jawab, yakni 

kepaia pelabuban, pemimpin perjalanan atau nakhoda kapal, sebab j ika 

jadwal perjalanan kapal yang telab disusun di laksanakan sebagaimana 

mestinya, maka tidak akan mungkin terjadi peristiwa luar biasa bebat yang 

mendatangkan kerugian atas nyawa dan harta benda. Bilamana peristiwa 

demikian yang terjadi :" Kepada yang bersangkutan akan diajukan ke 

pengadilan( pidana ), secara prosedur mulai diperiksa dan, penyidik yang 



kemudian berkasnya disampaikan kepada jaksa penuntut umum dan 

kemudian melimpahkannya kepada pengadilan untuk diadili dan diberikan 

putusan. Akan tetapi j ika pejabat yang bersangkutan melakukan 

pelanggaran disiplin sebagai pegawai negeri sipil, maka secara prosedur 

akan dilaksanakan hukuman administratif. Sedangkan terhadap gugatan 

perdata yang dilakukan oleh pihaklain, sampai dengan sekarang belum 

pemah terjadi di lingkungan Dinas Perhubungan Laut Sumatera Selatan".'" 

Dengan adanya uraian sebagaimana tersebut di atas kiranya jelas 

bagi tanggung jawab pengatur lalu lintas kapal jika terjadi kecelakaan. 

Kejelasan disini maksudnya ialab apakab setelah melalui pemeriksaan 

seksama terkait atau lidak dalam terjadinya peristiwa luar biasa tersebut. 

Jika terkait atau ikut berperan di dalamnya sudah barang tentu yang 

bersangkutan barus mempertanggung jawabkannya sesuai dengan besar 

kecilnya peranan dalam peristiwa itu. Sebaliknya kalau setelah melalui 

pemeriksaan terbukti ia bersalab. maka tentu dirinya tidak perlu 

memberikan pertanggung jawaban. 

Jadi berdasarkan keterangan diatas akan terlibat babwasanya, 

konsekwensi atas pertanggung jawab sehingga dapat dikenakan hukuman 

pidana, perdata atau administratif, maka bal itu tergantung atau sangat 

ditentukan oleb jenis pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian 

Wawancara dengan Bapak Masripin. P L T Kepaia Dinas Perhubungan Kota 
Palembang, Senin, tgl. 7 Juni 2010. 



terhadap pejabat yang bersalab sekalipun tidak akan dapat dilakukan 

tindakan sewenang - wenang. akan tetapi secara prosedur barus berdasar 

atas dan tunduk kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

Karena banya dengan melalui sarana seperti itu barkat dan martabatnya 

sebagai manusia tetap terjamin, meskipun j ika terbukti bersalab kepada 

yang bersangkutan akan dikanakan hukuman. Akhimya dapatlah 

dikemukakan sekali lagi babwa j ika terjadi peristiwa luar biasa 

(kecelakaan) bebat ataupun tidak hebat pada angkutan kapal sebingga 

mempengaruhi jadwal perjalanan, maka permasalahannya barus dipandang 

secara kasuistis dan proprosional. 

Barulab kemudian setelab dilakukan pemeriksaan secara ^cermat 

akandapat ditentukan siapa yang barus mempertanggung jawabkannya 

peristiwa bersangkutan di proses berdasarkan peraturan yang berlaku dan 

kemudian di jatubi hukuman yang sesuai dengan tingkat dan jenis 

pelanggaran yang dilakukan. 



B A B I V 

P E N U T U P 

Setelah penulis melakukan analisis terhadap hasil - hasil penelitian 

maka di sini penulis sampai pada suatu kesimpulan berikut menyampaikan 

beberapa saran. 

A. Kesimpulan t 

Setelab dilakukan pembabasan mengenai penanggung jawab pidana 

terhadap peristiwa kecelakaan kapal. maka dapat di kemukakan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya-kecelakaan kapal ialab 

sebagai berikut: 

Pemimpin perjalanan kapal tersebut lalai atau sengaja 

tidakmelaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana telab 

ditentukan : 

Nakhoda kapal ceroboh dan tidak mematuhi perintah kepaia 

pelabuhan, meskipun ia telah melihat juga tanda perintah berangkat 

yang di perintahkan oleb pengawas pelabuban. 

2. Tanggung jawab nakboda dalam kecelakaan kapal berupa penjatuhan 

sanksi administratif menurut Pasal 19 PP Nomor I Tabun 1998 yaitu 

:Peringatan Pencabutan sementara sertifikat keahlian pelaut untuk 

bertugas dalam jabatan tertentu di kapal untuk waktu paling lama 2 
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(dua) tahunJuga dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara 

kurungan atau pidana denda. Pidana kurungan paling lama 

B. Saran 

Dalam kaitannya dengan beberapa kesimpulan tersebut diatas.maka 

saran - saran pokok yang diajukan adalab : 

1. Mengingat kedudukan dan peranan dari setiap pegawai dilingkungan 

perkapalan atau pelabuban maka sangat diharapkan sistem 

penerimaan dilakukan secara selektif sesuai dengan tingkat 

kebutuban, sehingga dapat diciptakan adanya efisiensi dan efektifitas 

kerja. 

2. Untuk kecelakaan kapal yang sifatnya berat yang mengancam jiwa 

manusia hendaknya nakboda dijatuhi sanksi administratif yang berat. 
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